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The city of Bandar Lampung is one of the strategic cities on the island 
of Sumatra with rapid economic development and urbanization. This 
city has heterogeneous regional characteristics, both in terms of socio-
economic and topographic conditions. This research uses descriptive 
qualitative methods by analyzing regional data regarding Mapping of 
Slum, Middle and Elite Areas in Bandar Lampung as well as 
Classification Based on Low and High Lands obtained from the Central 
Statistics Agency (BPS) and the arcgis application. The results of this 
research show that lowland areas are generally inhabited by low-
income communities with infrastructure challenges, while middle and 
highland areas have better facilities. A topography-based approach 
provides solutions for more inclusive and sustainable spatial planning. 
It is also hoped that the results of this research can support government 
policies in reducing social inequality, improving people's quality of 
life, and encouraging sustainable development. 
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…………………………………………………………………………………………………….... 
Introduction:- 
Permasalahan permukiman di perkotaan telah menjadi isu klasik yang terus berkembang seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan (Bintang, 2022). Kota Bandar Lampung merupakan salah 
satu kota strategis di Pulau Sumatra dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi yang pesat. Kota ini memiliki 
karakteristik wilayah yang heterogen, baik dari segi sosial ekonomi maupun kondisi topografinya (Badan Pusat 
Statistik Kota Bandar Lampung, 2021). Berdasarkan beberapa jurnal dan penelitian, seperti yang dikemukakan oleh 
(Olson & Smith, 2016) Perbedaan tersebut menciptakan pola pemukiman yang terbagi menjadi kawasan kumuh 
(slum), menengah, dan elit (Purmintasari & Kusnoto, 2018) (Jefesen, 2022). Namun, pengelolaan tata ruang yang 
tidak optimal sering kali menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta munculnya berbagai 
permasalahan lingkungan di setiap daerah (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021).Kondisi topografi 
Bandar Lampung terdiri dari dataran rendah di kawasan pesisir, dataran tinggi di wilayah perbukitan, dan beberapa 
area yang rentan terhadap aliran air dan banjir. Wilayah kumuh, seperti Teluk Betung Selatan dan Panjang, biasanya 
berada di dataran rendah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sistem drainase yang buruk. Di sisi lain, wilayah 
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menengah dan elit cenderung berada di area dengan akses infrastruktur yang lebih baik, seperti Kemiling dan 
Sukarame (BMKG, 2021). Topografi menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas hidup penduduk yang ada di 
suatu daerah. Wilayah dataran rendah yang rentan banjir menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan air dan 
limbah terutama tempat yang dekat dengan aliran air. Sebaliknya, wilayah perbukitan menghadapi risiko erosi tanah 
yang dapat merusak infrastruktur jika tidak dikelola dengan baik. Hubungan erat antara kondisi topografi dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat menunjukkan pentingnya pemetaan wilayah yang komprehensif (KLHK, 2022). 
 
Pemerintah telah melakukan sebuah upaya untuk memetakan wilayah melalui program perbaikan permukiman 
kumuh serta pembangunan infrastruktur di daerah menengah dan elit. Namun, masih juga ditemukan kendala dalam 
pelaksanaan seperti keterbatasan data spasial yang akurat dan minimnya partisipasi penduduk dalam proses 
pengambilan keputusan. Ketidakadaan pendekatan yang holistik dapat menyebabkan ketidakseimbangan 
pembangunan dan memperburuk kesenjangan antarwilayah (Kementerian PUPR, 2022). Pendekatan berbasis 
topografi dalam pemetaan wilayah menawarkan solusi yang lebih efektif untuk perencanaan tata ruang kota. Dalam 
proses memahami karakteristik fisik dan sosial setiap wilayah, pemerintah dapat mengidentifikasi prioritas 
pembangunan, mengelola risiko lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh 
(Nuraini, Mujib, 2019). Pemetaan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup 
pengurangan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan adaptasi terhadap perubahan iklim akan 
akan dihadapi dalam jangka pendek maupun panjang (UN-Habitat, 2021). 
 
Penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan peta wilayah kumuh, menengah, dan elit di Bandar Lampung yang 
terintegrasi dengan data topografi. Selain itu, hasil penelitian ini akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam 
merancang kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Penekanan pada partisipasi penduduk juga 
penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan menciptakan rasa 
kepemilikan terhadap pembangunandi setiap daerah (kumuh, menengah, dan elit) (Santoso, 2021). 

 
Metode Penelitian:- 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang 
relevan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen perencanaan tata ruang, maupun data spasial 
sekunder seperti citra satelit, peta topografi, dan peta administrative (Purwanto et al., 2023), dan menganalisis data 
kawasan tentang Pemetaan Daerah Kumuh, Menengah, dan Elit di Kota Bandar Lampung serta Klasifikasi 
Berdasarkan Dataran Rendah dan Tinggi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan aplikasi Arcgis. 
 

 
 

Gambar 1. Peta Wilayah Peneliti 
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Penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung yang mencakup 125 Kelurahan terlihat pada Gambar 1. Data 
geografis dikumpulkan dari peta topografi dan data administrasi kota (BPS Kota Bandar Lampung, 2023). lalu 
ditambahkan dengan hasil kajian pustaka, dapat mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan untuk 
menentukan klasifikasi wilayah kumuh, menengah, dan elit. seperti kemiringan lahan, ketinggian tempat, 
aksesibilitas, kepadatan bangunan, serta tingkat pendapatan dan fasilitas pendukung (Badan Pusat Statistik Kota 
Bandar Lampung, 2023). Data sekunder dari instansi seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pusat 
Statistik juga digunakan untuk melengkapi gambaran spasial dan sosial ekonomi Kota Bandar Lampung.  
 
Selanjutnya menggunakan analisis deskriptif-komparatif dengan menghubungkan antara kondisi topografi dan 
sebaran wilayah berdasarkan kategori sosial ekonomi. Dengan analisis ini, peneliti berharap pemerintah dapat 
memprioritaskan pengembangan infrastruktur di dataran rendah untuk mengurangi kekumuhan terutama dalam 
antisipasi bencana alam yang akan dihadapi oleh penduduk menghadapi iklim cuaca. Dataran rendah sangat rentan 
terkena bencana alam seperti banjir dan tsunami. Serta diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh 
mengenai pola spasial wilayah berdasarkan kontur dan elevasi, serta menawarkan rekomendasi perencanaan wilayah 
yang lebih berkeadilan (Mahroji & Indrawati, 2020).  
 
Hasil Dan Pembahasan:- 
Berdasarkan Tabel 1 terlihat distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan menunjukkan jumlah 
yang cukup merata, meskipun terdapat variasi antar wilayah. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kota Bandar 
Lampung mencapai 1.077.664 jiwa, yang terdiri dari 543.865 laki-laki dan 533.799 perempuan. Dari angka tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan selisih 
sekitar 10.000 jiwa (Susanto et al., 2023). 
 

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan 
 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki & Perempuan 

Langkapura 21.838 21.527 43.365 

Kedaton 25.547 25.450 50.997 

Rajabasa 27.921 27.397 55.318 

Tanjung Senang 30.886 30.985 61.871 

Labuhan Ratu 23.624 23.633 47.257 

Sukarame 33.691 33.106 66.797 

Sukabumi 36.809 35.865 72.674 

Way Halim 33.405 33.322 66.727 

Kota Bandar Lampung 543.865 533.799 1.077.664 

Sumber: Badan Pusat statistik Kota Bandar Lampung 2024 
 
Kecamatan Sukabumi memiliki jumlah penduduk terbanyak (72.674 jiwa), disusul Sukarame (66.797 jiwa) dan Way 
Halim (66.727 jiwa), yang mencerminkan pesatnya perkembangan akibat urbanisasi, perumahan, dan faktor 
ekonomi. Sebaliknya, Langkapura menjadi kecamatan dengan penduduk paling sedikit (43.365 jiwa). Hal ini bisa 
dikaitkan dengan kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, atau kurangnya daya tarik ekonomi yang menyebabkan 
migrasi penduduk ke wilayah lain yang lebih berkembang (Hijriani et al., 2016). Maka dihasilkan tiga katagori yaitu 
Kawasan kumuh, menengah dan elit. 
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Gambar 2. Peta Kawasan Kumuh, menengah dan Elit di Kota Bandar Lampung
 
Gambar 2 menunjukkan Kota Bandar Lampung yang mencakup 125 kelurahan dengan
permukiman berdasarkan kondisi sosial
1. Permukiman kumuh (merah) banyak terdapat di daerah pesisir dan beberapa wilayah di pinggiran kota.
2. Permukiman menengah (kuning) mendominasi sebagian besar wilayah Kota Bandar 
3. Permukiman elit (hijau) tersebar di beberapa titik, terutama di daerah pusat kota.
 
Kawasan Kumuh:- 
Permasalahan pembangunan dan penataan permukiman dipicu oleh tingginya kepadatan penduduk akibat urbanisasi 
dan terbatasnya lahan. Selain itu, program pembangunan kota yang tidak sesuai prosedur turut mendorong 
munculnya kawasan kumuh. Untuk mengatasinya, 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh sebagai upaya mengurangi kawasan permukiman 
kumuh di Indonesia (Dito et al., 2023). Selain itu u
permukiman kumuh”, Ditjen Cipta Karya menginisiasi Program KOTAKU sebagai platform kolaborasi yang 
menempatkan pemerintah daerah sebagai penggerak ut
revitalisasi peran BKM. Permukiman kumuh identik dengan kemiskinan, ditandai bangunan tidak layak huni, 
konstruksi rendah, serta kepadatan tinggi akibat keterbatasan lahan.
 
Kawasan kumuh sering kali ditandai oleh kondisi infrastruktur yang minim, sanitasi yang buruk, kepadatan hunian 
yang tinggi, serta tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Studi dari (Zheng et al., 2024) menyebutkan bahwa 
kawasan kumuh di kota-kota besar di Indonesia muncul sebagai
infrastruktur dasar. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, wilayah
Panjang memiliki indikasi sebagai kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap masalah perumahan dan 
lingkungan kumuh.  
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kota besar di Indonesia muncul sebagai konsekuensi dari urbanisasi tanpa kesiapan 
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Gambar 2 menunjukkan Kota Bandar Lampung yang mencakup 125 kelurahan dengan klasifikasi 

(merah) banyak terdapat di daerah pesisir dan beberapa wilayah di pinggiran kota. 
Lampung. 

Permasalahan pembangunan dan penataan permukiman dipicu oleh tingginya kepadatan penduduk akibat urbanisasi 
dan terbatasnya lahan. Selain itu, program pembangunan kota yang tidak sesuai prosedur turut mendorong 

pemerintah menerbitkan PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh sebagai upaya mengurangi kawasan permukiman 
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Gambar 3. Peta Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung
 
Gambar 3 menunjukkan bahwa kawasan kumuh di dataran rendah seperti, Kecamatan Panjang, Teluk Betung Timur, 
dan Teluk Betung Selatan yang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk ti
kualitas lingkungan yang rendah. Contohnya dapat ditemukan di beberapa titik di Kecamatan Teluk Betung Barat, 
Panjang, dan sebagian Tanjung Karang Pusat (Sinamo, 2022). Hal ini diperkuat oleh temuan dari 
Generalova, 2024) yang menunjukkan bahwa permukiman di daerah
memadai dari pemerintah, sehingga menyebabkan penyebaran kawasan permukiman informal yang sulit diakses 
oleh layanan publik.  Karakteristik utama dari kawasan in
sistem drainase yang buruk, sanitasi tidak memadai, serta kurangnya akses terhadap air bersih (Monsaputra, 2023). 
Mayoritas penduduknya berasal dari ekonomi lemah dan bekerja di sektor informal seperti b
lima, ojek, pekerja kasar dan banyak tinggal di lahan ilegal seperti bantaran sungai atau lereng curam yang 
berbahaya dan tidak layak huni. Permukiman kumuh di Bandar Lampung tumbuh sebagai akibat dari urbanisasi 
cepat tanpa diimbangi perencanaan tata ruang yang baik 
 
Kota Bandar Lampung di tahun 2024-
banjir Kompas Bandar Lampung (2025), kawasan yang terjadi banjir dikarenakan meluapnya 
memakan korban jiwa dan kerusakan pemukiman (Dwi Lestari et al., 2020). Pemerintah harus segera mengambil 
langkah strategis dengan memperbaiki drainase, menyediakan hunian layak, dan melibatkan masyarakat untuk 
menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman (UN
sebenarnya telah mengidentifikasi sejumlah kawasan kumuh dan mencanangkan program penataan seperti 
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), namun realisasinya masih menghadapi kendala dalam b
anggaran, resistensi warga, dan lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan tata ruang (Pasaribu et al., 2019).
 
Kawasan Menengah:- 
 Kawasan dengan kepadatan menengah memiliki potensi optimal untuk pengembangan infrastruktur karena tidak 
terlalu padat seperti kawasan kumuh namun cukup terkonsentrasi untuk efisiensi layanan publik, sehingga 
mendukung pembangunan berkelanjutan
berpendapatan sedang yang memiliki akses terhadap fasilita
tetap membutuhkan perhatian dalam peningkatan kualitas transportasi, sanitasi, dan layanan kesehatan
al., 2016). Kawasan menengah berperan sebagai zona transisi sosial
struktur kota, namun di kota-kota besar Indonesia rentan mengalami gentrifikasi akibat masuknya kelompok 
ekonomi lebih tinggi atau pembangunan komersial 
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Habitat, 2021). Pemerintah Kota Bandar Lampung 
sebenarnya telah mengidentifikasi sejumlah kawasan kumuh dan mencanangkan program penataan seperti 
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), namun realisasinya masih menghadapi kendala dalam bentuk keterbatasan 
anggaran, resistensi warga, dan lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan tata ruang (Pasaribu et al., 2019). 

Kawasan dengan kepadatan menengah memiliki potensi optimal untuk pengembangan infrastruktur karena tidak 
terlalu padat seperti kawasan kumuh namun cukup terkonsentrasi untuk efisiensi layanan publik, sehingga 

Kawasan ini umumnya dihuni masyarakat 
s dasar, meski belum senyaman kawasan elit, sehingga 

tetap membutuhkan perhatian dalam peningkatan kualitas transportasi, sanitasi, dan layanan kesehatan (Rahayu et 
ekonomi sekaligus indikator keseimbangan 

kota besar Indonesia rentan mengalami gentrifikasi akibat masuknya kelompok 
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Gambar 4. Peta Kawasan Menengah di Kota Bandar Lampung

 
Gambar 4 menunjukkan kawasan menengah di Kota Bandar Lampung seperti Kecamatan Sukabumi, Rajabasa, dan 
Kedaton yang memiliki infrastruktur lebih baik dibandingkan kawasan kumuh serta berperan sebagai penyangga 
antara wilayah kumuh dan elit. Kawasan lain sepe
Rajabasa juga termasuk kategori menengah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai pegawai negeri, pekerja 
kantoran, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, pedagang kelas menengah, dan karyawan swa
relatif nyaman karena memiliki sekolah, pusat perbelanjaan, dan akses transportasi, meski tetap menghadapi 
tantangan berupa kemacetan dan kepadatan lalu lintas
asyarakat di kawasan ini juga memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun 
distribusinya belum merata  (Dewi et al., 2020). 
yang tidak terkendali serta meningkatnya kebutuhan fasilit
(Nurhidayati & Fariz, 2020). Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan menengah memiliki potensi besar menjadi 
pusat pertumbuhan kota berkelanjutan, sehingga pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, da
peningkatan fasilitas publik harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengoptimalkan potensi wilayah ini demi 
kesejahteraan masyarakat (Wahyudi et al., 2022). 
 
Kawasan Elit:- 
Kawasan elit di Kota Bandar Lampung umumnya ditandai dengan perumahan mewah, 
lingkungan yang tertata rapi (Wahyudi et al., 2021). Kawasan ini mencerminkan wilayah tempat tinggal masyarakat 
kelas atas yang ditandai oleh tingkat kenyamanan, keamanan, dan layanan premium. Penelitian oleh (Wahyudin, 
2021) menunjukkan bahwa kawasan elit di kota
modern seperti perumahan mewah, apartemen, dan kawasan perniagaan terpadu (mixed
Bandar Lampung, kawasan elit berkembang di daerah seperti Kemili
Sukarame yang telah mengalami transformasi menjadi kompleks perumahan tertutup (gated community). 
Pengembangan kawasan ini sangat dipengaruhi oleh pasar properti dan investasi swasta, sehingga sering kali 
eksklusif secara sosial maupun fisik dari kawasan lainnya (Oktarina et al., 2023).
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Gambar 5. Peta kawasan Elit di Kota Bandar Lampung
 
Gambar 5 menunjukkan kawasan elit di Kota Bandar Lampung seperti, di Kecamatan Kemiling, Enggal dan 
Kedamaian merupakan Daerah mayoritas elit dengan akses strategis dan pemandangan alam yang menarik. 
Kawasan-kawasan ini sering berada di lokasi dengan ketinggian tertentu, memberikan pemandangan kota atau laut 
yang indah, serta jauh dari keramaian pusat kota, namun tetap memiliki 
 
Adapun permukiman elit di Bandar Lampung tumbuh dengan sangat selektif dan eksklusif. Kawasan ini umumnya 
berada di lokasi strategis dengan aksesibilitas tinggi dan panorama kota atau laut yang indah, seperti di sekitar 
Sukarame Atas, Way Halim, dan Teluk Betung Timur. Permukiman elit didominasi oleh kompleks perumahan 
mewah (real estate), rumah-rumah berarsitektur modern, serta dikelilingi oleh fasilitas kelas atas seperti pusat 
perbelanjaan premium, sekolah internasional, 
berasal dari kalangan pengusaha, pejabat tinggi, pemilik modal besar, dan kaum professional (Mirwansyah et al., 
2020). Ciri khas lain dari kawasan elit adalah adanya sistem keamanan berlap
lingkungan yang rapi, serta tingkat privasi dan kenyamanan yang tinggi. Kawasan ini juga menjadi simbol status 
sosial dan aspirasi gaya hidup urban modern yang sangat berorientasi pada prestise (Jamika et al., 2023).
 
Kawasan Banjir:- 
Gambar 6 menunjukkan peta wilayah Kota Bandar Lampung yang daerah  rawan banjir. Peta ini dibagi berdasarkan 
kecamatan dengan tingkat kerawanan banjir yang diberi label angka (1
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Gambar 6. Kawasan Rawan Banjir 
 
Wilayah yang lebih rentan terhadap banjir di dataran rendah, sedangkan daerah yang lebih aman cenderung daerah 
tinggi. Terdapat enam kecamatan yang ditandai sebagai daerah rawan banjir: Gambar ini mengilustrasikan bahwa 
daerah dengan topografi rendah atau dekat dengan aliran air cenderung lebih rentan terhadap banjir, terutama saat 
musim hujan di Kota Bandar Lampung. Dapat dilihat juga dari tabel peristiwa banjir di Bandar Lampung di tahun 
2025 berdasarkan sumber-sumbernya (Febriyani, 2018). 
 

Tabel 2. Peristiwa Banjir Di Kota Bandar Lampung 
 

Tanggal Tempat Keterangan Sumber 

17/1/2025 Kedaton Daerah Menengah Bandar Lampung, Kompas 
https://www.google.com/search?q=banjir+
di+kota+bandar+lampung&rlz=1C1GCE
A_enID943ID943&oq=banjir+di+kota+ba
ndar&aqs=chrome.1.69i57j0i19i512j0i19i
22i30j0i751l4j0i512i546.11752j0j7&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8 

Rajabasa Daerah Menengah 
Labuhan Ratu Daerah Menengah 
Sukarame Daerah Menengah 
Tanjung Seneng Daerah Menengah 
Tanjung Karang 
Timur 

Daerah Menengah 

Way Halim Daerah Menengah 
Enggal  Daerah Menengah 
Kedamaian Daerah Menengah 

17/1/2025 Kecamatan Bumi 
Waras 

Daerah Kumuh Bandar Lampung, Kompas 
https://www.google.com/search?q=banjir+
di+kota+bandar+lampung&rlz=1C1GCE
A_enID943ID943&oq=banjir+di+kota+ba
ndar&aqs=chrome.1.69i57j0i19i512j0i19i
22i30j0i751l4j0i512i546.11752j0j7&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8 

Kecamatan Teluk 
Betung Timur 

Daerah Kumuh 

Kecamatan Teluk 
Betung Selatan 

Daerah Kumuh 

Kecamatan Teluk 
Betung Barat 

Daerah Kumuh 

Kecamatan Teluk 
Betung Utara 

Daerah Kumuh 

18/01/202
5 

kecamatan 
Panjang  

Daerah Kumuh KBRN, Bandar Lampung 
https://www.rri.co.id/daerah/1263828/bpb
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Bumi waras Daerah Kumuh d-kota-bandar-lampung-merilis-
peringatan-dini-banjir-kota-bandar-
lampung 

Teluk Betung 
Selatan 

Daerah Kumuh 

Teluk Betung 
Barat 

Daerah Kumuh 

Teluk Betung 
Timur 

Daerah Kumuh 

Teluk Betung 
Utara 

Daerah Kumuh 

 
Tabel 2 menunjukkan peristiwa banjir di Kota Bandar Lampung pada Januari 2025, yang terjadi di daerah kumuh 
(Panjang, Teluk Betung, Bumi Waras) paling terdampak akibat kepadatan tinggi dan drainase buruk. Daerah 
menengah (Kedaton, Rajabasa, Sukarame) juga terkena banjir, kemungkinan akibat curah hujan tinggi dan sistem 
drainase yang belum optimal. Data dari Kompas dan KBRN menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur drainase, 
perencanaan tata ruang yang lebih baik, serta mitigasi banjir melalui partisipasi masyarakat dan normalisasi sungai 
(Aini, 2018). 
 
Ketimpangan Spasial-Sosial dalam Struktur Kota Bandar Lampung:- 
Ketimpangan antara kawasan kumuh, menengah, dan elit di Bandar Lampung tidak hanya mencerminkan perbedaan 
ekonomi, tetapi juga menunjukkan kesenjangan dalam perencanaan kota dan keadilan spasial. Pertumbuhan kota 
yang cenderung horizontal tanpa perencanaan makro yang memadai menyebabkan penumpukan penduduk di 
wilayah tertentu serta minimnya ruang terbuka hijau (Simanjuntak & Amal, 2018). Ketimpangan ini berdampak 
pada fragmentasi sosial, di mana interaksi antar kelas masyarakat terbatas, bahkan memunculkan stereotip dan 
segregasi. Dari sisi tata kota, kondisi tersebut mempersulit integrasi transportasi, pengelolaan air limbah terpadu, 
dan distribusi layanan publik (Dalilah & Ridwana, 2019).  
 
Program revitalisasi kawasan kumuh harus disertai pelibatan aktif masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan 
hak atas tempat tinggal (Corburn et al., 2020). Sementara itu, kawasan menengah perlu difasilitasi agar tidak 
terpinggirkan, misalnya dengan penyediaan fasilitas publik berkualitas, transportasi umum yang efisien, dan ruang 
interaksi sosial yang mendorong kohesi. Untuk kawasan elit, penting dilakukan kajian batasan privat dan publik agar 
tidak menimbulkan eksklusivisme berlebihan yang menghambat integrasi kota. Di sisi lain, pertumbuhan kawasan 
elit perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan eksklusi sosial maupun fisik.  (Haswindy & Yuliana, 2018). 
 
Segmentasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam pembangunan perkotaan. Semakin lebarnya 
kesenjangan kualitas hidup antara warga kawasan kumuh, menengah, dan elit (Pigawati, 2015). Pola permukiman 
yang segregatif juga membatasi akses masyarakat bawah terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi 
(Haswindy & Yuliana, 2018). Literatur menyarankan perlunya pendekatan pembangunan kota yang inklusif (Dalilah 
& Ridwana, 2019). Pendekatan integratif dengan mengadopsi konsep sustainable city dan livable city menjadi 
relevan untuk diterapkan (Jamika et al., 2023). 
 
Bandar Lampung memiliki potensi menjadi contoh kota yang mampu menyeimbangkan dinamika antar kawasan 
apabila perencanaan tata ruang diarahkan pada pengurangan ketimpangan spasial dan sosial. Penataan ruang 
berbasis zonasi sosial-ekonomi yang adil, pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan rentan, serta kolaborasi 
multipihak merupakan strategi penting yang dapat diimplementasikan (Nurhidayati & Fariz, 2020). Melalui 
kebijakan yang tepat dan pelibatan komunitas lokal, segmentasi kota bukan lagi menjadi sumber masalah, melainkan 
dapat menjadi peluang untuk menciptakan keberagaman dan keseimbangan dalam struktur kehidupan perkotaan 
(Andriyanto, 2019). 
 
Kesimpulan:- 
Pemetaan daerah kumuh, menengah, dan elit di Kota Bandar Lampung berdasarkan analisis topografi dan 
karakteristik sosial-ekonomi. Daerah dataran rendah (0–50 mdpl) yang mayoritas dihuni oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah menghadapi tantangan seperti risiko banjir, kepadatan penduduk, dan minimnya 
infrastruktur. Daerah dataran menengah (50–200 mdpl) menunjukkan kondisi yang lebih stabil dengan potensi 
menjadi pusat pertumbuhan kota jika dilengkapi dengan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur yang tepat. 
Sementara itu, Daerah dataran tinggi (>200 mdpl) yang didominasi oleh daerah elit mencerminkan tata ruang yang 
lebih baik dengan kualitas fasilitas yang tinggi. 
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Pendekatan berbasis topografi ini memberikan gambaran komprehensif untuk membantu pemerintah dalam 
merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan 
ketimpangan antarwilayah. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahap perencanaan untuk 
menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 
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